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Abstract 
 

General Background: The General Principles of Good Governance constitute fundamental norms in state 

administrative law that guide the legality of governmental actions. Specific Background: In Indonesia’s licensing 

administration, these principles are formally regulated to ensure legal certainty, transparency, accountability, 

and public interest, yet licensing practices frequently deviate through abuse of authority and corruption cases. 

Knowledge Gap: Existing enforcement mechanisms tend to prioritize criminal prosecution without first 

addressing administrative violations, resulting in weak integration between administrative law and criminal 

law. Aims: This study aims to analyze juridically the enforcement of Good Governance Principles in licensing 

corruption cases and to clarify the proper qualification of such violations within the administrative law 

framework. Results: The findings demonstrate that violations of Good Governance Principles in licensing 

constitute abuse of authority that should be initially addressed as administrative violations before criminal 

proceedings, in order to ensure legal coherence. Novelty: This study emphasizes the juridical positioning of 

administrative sanctions as a preliminary mechanism prior to criminal liability in licensing corruption cases. 

Implications: Strengthening regulations, internal supervision by governmental auditors, the role of the 

Ombudsman, and licensing digitalization is essential to support transparent, accountable, and clean governance 

based on administrative law principles. 
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• Licensing corruption reflects systemic violations of good governance principles through abuse 

of administrative authority 

• Administrative accountability remains weak due to limited integration between administrative 

and criminal legal frameworks 

• Strengthening supervisory institutions and digital licensing systems is central to clean and 

accountable governance 
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Pendahuluan 

Negara Indonesia ditegaskan sebagai negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai konsekuensinya, seluruh penyelenggaraan 

pemerintahan harus didasarkan pada hukum dan berlandaskan pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang 

Baik (AUPB). AUPB menjadi tolok ukur moral dan hukum bagi pejabat administrasi negara dalam 

menjalankan kewenangannya agar tidak menyimpang dari tujuan penyelenggaraan pemerintahan yang 

bersih, transparan, dan akuntabel [1], [2]. Namun, dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, 

khususnya pada bidang perizinan, masih sering ditemukan penyimpangan terhadap prinsip-prinsip AUPB. 

Salah satu bentuk nyata dari pelanggaran tersebut ialah korupsi dalam proses pemberian izin yang dilakukan 

oleh pejabat publik.  

Fenomena ini menunjukkan adanya penyalahgunaan wewenang (detournement de pouvoir), di mana 

kewenangan yang seharusnya digunakan untuk kepentingan umum justru dimanfaatkan untuk kepentingan 

pribadi atau kelompok [2]. Kasuskasus seperti suap perizinan proyek Meikarta di Kabupaten Bekasi dan 

korupsi izin tambang di Sulawesi Tenggara merupakan contoh konkret bagaimana pelanggaran AUPB terjadi 

dalam praktik administrasi pemerintahan. Pejabat yang memiliki kewenangan administratif dalam 

pemberian izin menerima imbalan dari pihak swasta untuk mempercepat atau mempermudah proses 

perizinan, yang jelas melanggar asas kepastian hukum, asas akuntabilitas, asas keterbukaan, serta asas tidak 

menyalahgunakan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 

2014 tentang Administrasi Pemerintahan [3]. Dari sisi hukum pidana, perbuatan tersebut juga 

dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 

31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

[4]. Dengan demikian, pelanggaran AUPB dalam perizinan bukan hanya persoalan etik administrasi, tetapi 

juga menyangkut aspek penegakan hukum pidana [5]. 

Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, pelanggaran terhadap Asas-Asas Umum 

Pemerintahan yang Baik (AUPB) sering kali terjadi dalam proses perizinan. Banyak pejabat administrasi 

yang menggunakan kewenangan tidak sesuai dengan tujuan pemberiannya, seperti memberikan izin tanpa 

melalui prosedur yang sah atau dengan mempertimbangkan kepentingan pribadi. Kondisi ini menunjukkan 

lemahnya penerapan AUPB dalam administrasi publik, khususnya pada aspek tata kelola kewenangan dan 

pelayanan publik. Secara yuridis, penegakan hukum terhadap pelanggaran AUPB dalam perizinan belum 

berjalan optimal karena masih terbatas pada sanksi administratif, sementara aspek pengawasan dan 

akuntabilitas belum terintegrasi secara efektif. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis yuridis terhadap 

penerapan dan penegakan AUPB dalam proses perizinan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, 

transparan, dan bebas dari penyalahgunaan wewenang [6]. Unsur kebaruan penelitian ini terletak pada 

penekanan perlunya sinergi antara hukum administrasi dan hukum pidana dalam penegakan AUPB pada 

proses perizinan, yang belum banyak dibahas dalam studi sebelumnya. Dengan demikian, penelitian ini 
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bertujuan untuk menganalisis secara yuridis penerapan dan penegakan AUPB dalam proses perizinan, 

sekaligus merumuskan rekomendasi yang dapat memperkuat integritas dan akuntabilitas penyelenggaraan 

administrasi pemerintahan. 

Metode 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang 

menitikberatkan pada pengkajian norma-norma hukum positif yang berlaku. Pendekatan ini digunakan 

untuk menganalisis penerapan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran Asas-Asas Umum 

Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam proses perizinan di Indonesia, dengan berfokus pada kajian terhadap 

peraturan perundang-undangan serta konsep-konsep hukum administrasi negara yang relevan.  

Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach).Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah 

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan AUPB dan perizinan, antara lain Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, UndangUndang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik, serta ketentuan lain yang mengatur tata kelola pemerintahan dan mekanisme pemberian 

izin. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) Pendekatan ini digunakan untuk memahami dan 

mengkaji konsep-konsep dasar seperti penyalahgunaan wewenang, pelanggaran AUPB, serta tanggung 

jawab administrasi pejabat pemerintahan, dengan merujuk pada doktrin dan pandangan para ahli hukum 

administrasi negara. Dan studi pustaka adalah metode yang melibatkan pengumpulan data melalui 

pemahaman dan pengkajian teori-teori dari berbagai literatur yang berkaitan dengan penelitian tersebut 

dengan mencari dan mengkontruksi informasi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan penelitian 

sebelumnya yang pernah dilakukan [7]. 

Hasil dan Pembahasaan 

A. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam Hukum Administrasi 

Negara  

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) merupakan prinsip dasar yang menjadi pedoman 

bagi setiap penyelenggara pemerintahan dalam melaksanakan kewenangan administrasinya. Dalam system 

hukum administrasi Indonesia, AUPB berfungsi sebagai tolak ukur legalitas dan keabsahan tindakan 

pemerintah, baik dalam pembuatan keputusan, pemerian izin, maupun pelaksanaan pelayanan public. 

Secara yuridis, pengaturan mengenai AUPB diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 

30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, yang mneyebutkan bahwa dalam penyelenggaran 

pemerintahan, penajbat pemerintahan wajib menaati AUPB asas: kepastian hukum, kemanfaatan, 

ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, 

dan pelayanan yang baik. Pasal ini menegaskan bahwa setiap tindakan administrasi harus berlandaskan 

prinsip-prinsip tersebut agar keputusan yang diambil tidak bertentangan dengan hukum maupun 

kepentingan masyarakat [8]. 
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AUPB juga memiliki fungsi preventif dan korektif. Fungsi preventif berarti AUPB mencegah 

terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintahan dengan memberikan batasan etis dan 

hukum dalam penggunaan kewenangan. Sedangkan fungsi korektif berarti AUPB dapat menjadi dasar 

pembatalan atau perbaikan keputusan administrasi apabila dalam praktiknya ditemukan pelanggaran 

terhadap prinsip-prinsip tersebut. Dari perspektif Hukum Aministrasi Negara, AUPB tidak hanya berperan 

sebagai pedoman moral bagi aparatur pemerintah, tetapi juga sebagai norma hukum yang bersifat mengikat. 

Hal inni ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (2) UU administrasi pemerintahan, yang menyatakan bahwa 

penyelenggaraan terhadap AUPB dapat dijadikan dasar pengujian dalam penyelesaian sengketa administrasi 

di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dengan deimina, AUPB memikili kedudukan yang kuat sebagai 

instrument hukum untuk mewujudkan tata keola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.[9] 

Secara konseptual, AUPB merupakan perwujudan prinsip good governance yang menekankan 

transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum. Di Indonesia, penerapan AUPB penting karena masih 

adanya penyalahgunaan wewenang dan keputusan yang kurang berpihak pada kepentingan public, sejingga 

harus menjadi dasar setiap tindakan pejabat pemerintahan, khususnya pada sector perizinan yang rawan 

penyimpangan. Dengan demikian, AUPB berfungsi tidak hanya sebagai norma hukum, tetapi juga sebagai 

instrumen pengendalian dan evaluasi setiap tindakan administrasi, sehingga setiap pelanggaran dapat 

dikenali dan diberi sanksi sesuai mekanisme yang berlaku. 

B. Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam Proses 

Perizinan di Indonesia  

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, proses perizinan merupakan salah satu bentuk pelayanan 

publik yang mencerminkan kinerja administrasi negara. Melalui mekanisme perizinan, pemerintah 

menjalankan fungsi pengaturan (regulerend) dan pengendalian terhadap kegiatan masyarakat dan dunia 

usaha. Oleh karena itu, setiap proses pemberian izin harus dilaksanakan sesuai dengan Asas-Asas Umum 

Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 

2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang mencakup antara lain asas kepastian hukum, keterbukaan, 

proporsionalitas, dan akuntabilitas.  

Menurut Dwi Haryati, Triyanto Suharsono, dan Mailinda Eka Yuniza,penerapan AUPB dalam 

perizinan bertujuan menciptakan tata kelola administrasi yang transparan, efisien, dan bebas dari 

penyalahgunaan kewenangan. Prinsip keterbukaan menuntut agar seluruh proses perizinan dilakukan 

secara transparan, baik dalam persyaratan, waktu, maupun biaya yang diperlukan. Sedangkan asas kepastian 

hukum memastikan agar keputusan izin memiliki dasar hukum yang sah, dan asas akuntabilitas 

mengharuskan setiap pejabat dapat mempertanggungjawabkan keputusannya secara hukum dan moral [10]. 

Namun, dalam praktiknya, implementasi prinsip-prinsip tersebut seringkali tidak berjalan 

sebagaimana mestinya lemahnya integritas pejabat serta kurangnya transparansi dalam proses administrasi 
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membuka ruang terjadinya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Bentuk penyimpangan tersebut 

tampak pada praktik suap untuk mempercepat perizinan, kolusi antara pejabat dan pengusaha untuk 

meloloskan izin tanpa memenuhi syarat substantif, serta nepotisme dalam pemberian izin kepada pihak yang 

memiliki kedekatan dengan pejabat.Fenomena serupa juga diuraikan dalam jurnal Asas-Asas Umum 

Pemerintahan yang Baik pada Produk Hukum Perizinan Investasi Pemerintah Daerah, yang menegaskan 

bahwa ketidakkonsistenan penerapan asas kepastian hukum dan asas akuntabilitas seringkali menimbulkan 

penyalahgunaan wewenang dalam bentuk penerbitan izin tanpa prosedur yang jelas [11]. Sementara itu 

melalui penelitiann tentang AAUPB dan Dinamika Pelayanan Perizinan Persetujuan Bangunan Gedung 

menemukan bahwa lemahnya pengawasan dan minimnya keterbukaan dalam pelayanan publik membuka 

peluang bagi pejabat untuk menerima imbalan dari pemohon izin, dengan dalih mempercepat proses 

administrasi [12]. Dengan demikian, penerapan AUPB dalam perizinan harus menjadi mekanisme 

pengendalian yang efektif, dan kegagalan penerapannya secara langsung berkontribusi pada munculnya 

praktik KKN serta merusak legitimasi keputusan administrasi. 

Dari perspektif hukum administrasi negara, praktik KKN dalam perizinan menunjukkan adanya 

penyalahgunaan wewenang (detournement de pouvoir) sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2014, yaitu ketika pejabat menggunakan kewenangannya tidak sesuai dengan 

tujuan pemberian wewenang. Pelanggaran tersebut secara langsung juga merupakan pelanggaran terhadap 

AUPB, karena tindakan administrasi tidak lagi didasarkan pada kepentingan umum, melainkan kepentingan 

pribadi atau kelompok tertentu.  Dengan demikian, AUPB dalam proses perizinan berfungsi sebagai 

pengendali hukum agar tindakan pejabat administrasi tetap sesuai prinsip pemerintahan yang baik. 

Lemahnya pengawasan dan penerapan asas yang tidak konsisten membuka peluang penyalahgunaan 

wewenang dan Pratik KKN, sehingga diperlukan penguatan AUPB sebagai instrument hukum yang mengikat 

dan disertai sanksi. 

C. Analisis Yuridis terhadap Pelanggaran AUPB dalam Kasus Korupsi Perizinan  

Pelanggaran terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam konteks perizinan 

sering kali terwujud melalui praktik penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik yang seharusnya 

menjalankan fungsi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu contoh nyata 

dapat dilihat dalam kasus korupsi perizinan proyek Meikarta, di mana pejabat Pemerintah Kabupaten Bekasi 

terbukti menerima suap dari pihak swasta untuk mempercepat proses penerbitan izin pembangunan. 

Berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Nomor 119/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bks, 

pejabat terkait menerima gratifikasi dengan imbalan percepatan perizinan proyek properti. Meskipun 

perkara ini ditangani melalui jalur pidana, secara yuridis-administratif kasus tersebut juga menunjukkan 

adanya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip AUPB, khususnya asas kepentingan umum, keterbukaan, dan 

akuntabilitas [13]. 
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Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menegaskan 

bahwa AUPB menjadi pedoman bagi setiap penyelenggara pemerintahan dalam membuat keputusan 

dan/atau tindakan.  Pasal 17 ayat (2) menyatakan bahwa penyalahgunaan wewenang terjadi apabila pejabat 

menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau pihak lain, bertentangan dengan tujuan atau 

melampaui batas kewenangan. Dalam kasus Meikarya, kewenangan perizinan dimanfaatkan bukan untuk 

kepentingan public, melainkan untuk kepentingan pihak  tertentu. 

Dengan demikian, tindakan tersebut merupakan bentuk detournement de pouvoir, yakni penggunaan 

wewenang yang menyimpang dari tujuan hukum administrasi [3].  Lemahnya penerapan asas kepastian 

hukum dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan perizinan daerah sering kali menjadi faktor utama 

munculnya praktik suap dan gratifikasi [14].  Ketika keputusan izin dikeluarkan tanpa mekanisme kontrol 

yang jelas, maka keputusan tersebut kehilangan legitimasi hukum administratifnya.  

Sejalan dengan Indroharto (2003), pelanggaran AUPB dapat menimbulkan perbuatan melawan 

hukum oleh pemerintah (onrechtmatige overheidsdaad) yang merugikan masyarakat dan menurunkan 

kepercayaan public. Oleh karena itu, pelanggaran AUPB dalam perizinan menuntut penegakan hukum 

administrasi yang efektif sebelum pidana, melalui pengawasan APIP dan Ombudsman RI, selain penindakan 

KPK, guna menjamin pertanggungjawaban pejabat melalui sanksi administrative diatur dalam Pasal 20-22 

Nomor 30 Tahun 2014. Namun, dalam praktiknya, mekanisme pengawasan ini sering kali tidak berjalan 

efektif karena lemahnya koordinasi antara penegakan hukum administrasi dan penegakan hukum pidana 

[15]. 

Kasus-kasus korupsi perizinan, termasuk kasus Meikarta dan berbagai operasi tangkap tangan (OTT) 

yang melibatkan pejabat daerah, merupakan bentuk nyata pelanggaran AUPB dalam hukum administrasi. 

Pelanggaran tersebut bukan hanya persoalan etika pemerintahan, tetapi merupakan pelanggaran hukum 

positif terhadap ketentuan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Oleh karena itu, perlu adanya 

penegasan bahwa setiap tindakan penyalahgunaan kewenangan dalam perizinan harus terlebih dahulu 

dikualifikasikan sebagai pelanggaran administratif, sebelum kemudian dinilai sebagai tindak pidana korupsi, 

agar tercipta sinergi antara penegakan hukum administrasi dan hukum pidana dalam mewujudkan 

pemerintahan yang bersih dan berintegritas [16]. 

D. Upaya Penguatan Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran AUPB   

Upaya penguatan penegakan hukum terhadap pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang 

Baik (AUPB) perlu dilakukan melalui pendekatan yuridis dan kelembagaan yang komprehensif. Pelanggaran 

AUPB yang sering terjadi dalam proses perizinan, seperti penyalahgunaan wewenang dan praktik korupsi, 

menunjukkan lemahnya integrasi antara sistem hukum administrasi dan sistem hukum pidana. Oleh karena 

itu, penguatan perlu diarahkan pada aspek pengaturan hukum (yuridis normatif), kelembagaan pengawasan, 

dan pencegahan melalui sistem administrasi modern [17]. Pada aspek pengaturan hukum (yuridis normatif), 
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penguatan dapat dilakukan dengan memperjelas batasan hukum antara pelanggaran administratif dan 

tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan, khususnya Pasal 17 dan Pasal 21 yang mengatur larangan penyalahgunaan 

wewenang. Norma-norma ini perlu disinergikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 

1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, agar tidak 

terjadi tumpang tindih dalam penerapan sanksi terhadap pejabat yang melakukan pelanggaran AUPB [18].  

Dari aspek kelembagaan, peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Ombudsman 

Republik Indonesia perlu diperkuat untuk memastikan setiap tindakan administrasi berjalan sesuai prinsip 

AUPB. APIP harus memiliki kewenangan yang lebih tegas dalam memberikan rekomendasi dan sanksi 

administratif bagi pejabat yang melanggar, sementara Ombudsman dapat berperan sebagai pengawas 

eksternal yang menjaga akuntabilitas publik dan mendorong reformasi birokrasi dalam pelayanan perizinan 

[19]. Sementara itu, dari aspek preventif, perlu dilakukan upaya peningkatan transparansi dan digitalisasi 

perizinan melalui sistem pelayanan terpadu berbasis elektronik (Online Single Submission/OSS). 

Digitalisasi dapat meminimalisasi interkasi langsung antara pejabat dan pemohon izin, sehingga mengurangi 

peluang terjadinya praktik korupsi,kolusi, dan nepotisme (KKN). Selain itu, pembinaan etika dan 

profesionalisme aparatur negara melalui pendidikan hukum administrasi public juga menjadi langkah 

penting dalam membangun budaya pemerintahan yang berintegritas. Dengan demikian, penguatan hukum 

administrasi, pengawasan internal, dan digitalisasi system perizinan tidak hanya mencegah praktik KKN 

tetapi juga memperkuat integrasi antara hukum administrasi dan hukum pidana, sehingga penegakan AUPB 

dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. 

Penegakan hukum yang kuat terhadap pelanggaran AUPB tidak hanya berorientasi pada 

pemidanaan, tetapi juga pada pembenahan tata kelola pemerintahan. Dengan sinergi antara hukum 

administrasi dan hukum pidana, serta pengawasan yang efektif, diharapkan tercipta sistem perizinan yang 

transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip good governance sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 

10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan [20]. 

Simpulan 

Pelanggaran AUPB dalam korupsi perizinan menegaskan fungsinya sebagai pembatas penggunaan 

kewenangan pejabat. Kasus Meikarta menunjukkan lemahnya penerapan AUPB, di mana perizinan kerap 

menjadi sarana penyalahgunaan wewenang melui sia[ dan gratifikasi, sementara ketidaksinkronan hukum 

administrasi dan pidana menyebabkan perkara langsung diproses secara pidana tanpa penegakan 

administrative terlebih dahulu. Oleh karena itu, setiap pelanggaran AUPB sebaiknya dinilai terlebih dahulu 

secara administratif sebelum menjadi dasar penilaian pidana, didukung oleh pengawasan internal yang 

efektif, peran Ombudsman, dan sistem perizinan digital untuk mencegah praktik KKN. Penerapan AUPB 

secara konsisten menjadi kunci terciptanya pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas. 
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